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Buku Ajar yang berjudul “Hukum Tata Negara” ini menjelaskan banyak hal
tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur organisasai Negara dari
baik dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas & wewenang alat
perlengkapan negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki
maupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warganegara serta hak-hak
asasnya. Selain kita mempelajari tentang pengertian hukum tata negara kita
juga dapat mengetahui apa saja yang dipelajari dalam hukum tata negara
seperti ruang lingkup hukum tata negara, hubungan tata negara dengan
disiplin ilmu lainnya, asas-asas hukum tata negara, sumber hukum tata
negara, lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945,
konstitusi, bentuk-bentuk pemerintahan, pemilihan umum, pemerintahan
daerah dan pemerintahan yang baik (good governanve). Hukum tata negara
juga memiliki beberapa tujuan yang mana salah satu dari tujuan hukum tata
negara ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran akan penting nilai-nilai konstitusi yang terkandung di dalam
Pancasila sebagai dasar dari segala dasar hukum.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku
ajar berjudul “Hukum Tata Negara”. Tak lupa juga
mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dinamika
perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia sangat dinamis
sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan
dengan hukum positif yang sedang berlaku. Penulis merasakan
keterbatasan ini, sehingga substansi pokok yang dipilih adalah
bersifat teori dan asas-asas, sementara untuk pengembangannya
dalam praktik perkuliahan dan diskusi akan mengikuti
perkembangan nyata setiap saat.

Dalam buku ini, tertulis bagaimana pentingnya Hukum
Tata Negara sebagai aturan-aturan yang mengatur organisasai
Negara dari baik dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas &
wewenang alat perlengkapan negara hubungan antara
perlengkapan tersebut secara hierarki maupun horizontal, wilayah
negara, kedudukan warganegara serta hak-hak asasnya.

Penulis sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang
tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu,
kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran
terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus
meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan agar
pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan
wawasan mengenai bidang Hukum Tata Negara serta dapat
bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas.

Medan, Mei 2023
DTO

Tim Penyusun
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BAB RUANG LINGKUP

HUKUM TATA
NEGARA

A. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Tata Negara berarti sistem penataan negara yg berisi
ketentuan tentang struktur kenegaraan dan tentang substansi
kebiasaan kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum
Tata Negara bisa dikatakan adalah cabang ilmu aturan yg
membahas tentang tatanan struktur kenegaraan,prosedur
interaksi antar struktur-struktur organ atau struktur
kenegaraan, dan prosedur interaksi antara struktur negara
menggunakan masyarakat negara.

Hukum Tata Negara merupakan aturan yg mengatur
organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft
op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is
staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te
hebben, jabatan adalah pengertian yuridis berdasarkan fungsi,
sedangkan fungsi adalah pengertian yg bersifat sosiologis. Oleh
lantaran negara adalah organisasi yg terdiri atas fungsi-fungsi
pada hubungannya satu menggunakan yg lain juga pada
keseluruhannya maka pada pengertian yuridis negara adalah
organisasi jabatan atau yg disebutnya ambtenorganisatie.

Dalam kajian tata negara, terdapat dua penulisan yang
berbeda antara tata negara (dua kata) dengan tatanegara (satu
kata). Misalnya di dalam buku “asas-asas hukum tatanegara”
karangan dari Wirjono Prodjodikoro, sedangkan di dalam buku
“Asas Hukum Tata Negara” karangan M. Solly Lubis
menggunakan dua kata “tata negara”. Menurut Jimly
Asshiddiqie, hal tersebut terjadi karena pengaruh cara berpikir



BAB | HUBUNGAN HUKUM
TATA NEGARA
DENGAN DISIPLIN
ILMU LAINNYA

A. Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Politik

Bagaimana hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu
Politik dan Ilmu Negara? Hukum Tata Negara merupakan ilmu
yang mempelajari masalah ketatanegaraan Indonesia pasca
perubahan UUD 1945. Dalam kajiannnya, Hukum Tata Negara
juga dianggap sebagai doktrin ilmu pengetahuan hukum yang
dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang
membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis,
mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan
mekanisme hubungan antara negara dengan warga negara.
Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum
yang mengatur organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu
Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku
kekuasaan tersebut. Baik Hukum Tata Negara dan IImu Politik
memiliki objek yang sama yaitu negara.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari
proses politik atau keputusan politik karena setiap Undang-
Undang pada hakekatnya disusun dan dibentuk oleh Lembaga-
Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat
Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh
alat-alat perlengkapan negara yang diberi wewenang melalui
prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum
Tata Negara.Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan
manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata
Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan.

Dalam mempelajari proses terbentuknya suatu Undang-
Undang maka sebaiknya perlu dibantu dengan mempelajari

15



BAB
ASAS-ASAS HUKUM

TATA NEGARA

A. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum (Rechts Beginsellen) merupakan salah satu
bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan
abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu
perundangundangan. Pada umumnya asas hukum itu berubah
mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan
berubah  mengikuti  perkembangan  masyarakat, jadi
terpengaruh waktu dan tempat®. Pengertian dari asas hukum
yang dikemukakan para ahli, di antaranya®:

1. Bellefroid menyatakan bahwa asas hukum umum adalah
norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang
oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan
yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan
pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat?®.

2. Van Eikema Hommes menyatakan asas hukum adalah
dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum
positif. Asas hukumn tidak boleh dianggap sebagai norma-
norma hukum yang konkret, te- tapi dipandang sebagai
dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum

8 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Cet. ke-2, (Yogyakarta: Ul Press,
2007)

9 Periksa Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara
Perdata. Naskah ini dipersiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional
(BPHIN) http:/ /www.bphn.go.id/data/aocuments/naskah_akademik
_ruu_tentang_hukum_acara perdata.pdf; diakses tanggal 06 Oktober 2022.

10 Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: Gumung Mulia, 1975),
hal. 49
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BAB
SUMBER HUKUM

TATA NEGARA

A. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan
aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat
memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau kalian langgar
mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.?® Dari
pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud
dengan sumber hukum ialah segala sesuatu bentuk aturan
yang menimbulkan sebuah sanksi apabila aturan tersebut
dilanggar oleh orang perseorangan atau badan hukum maupun
lembaga yang menjadi subjek hukum.30

Kata sumber hukum biasanya sering digunakan dalam
beberapa arti; 1) sebagai asas hukum; 2) menunjukkan hukum
terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang
sekarang berlaku; 3) sebagai sumber berlakunya, yang
memberikan kekuatan berlakunya secara formal kepada
peraturan hukum; 4) sebagai sumber dari mana kita dapat
mengenal hukum; dan 5) sebagai sumber terjadinya hukum.
Oleh sebab itu, sumber hukum diartikan dalam dua pandangan
ketika sumber hukum di masudkan sebagaimana tersebut di
atas, yaitu: G) Sebagai wellborn, ialah sumber asal, tempat dari
mana asalnya hukum, tempat ada dalam alam pikiran dan
kesadaran manusia, mengenai apa yang dilarang dan mengenai
apa yang seharusnya dilakukan; (i) sebagai kenbron, ialah

2 Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (bandung: Eresco, 1995), hal. 2.
30 Mokhanmad Najih dan Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, (Malang: Setara Press,
2012), hal. 47
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BAB LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

A. Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan

Berbicara mengenai lembaga negara berarti berbicara
mengenai alat kelengkapan yang ada dalam sebuah negara.
Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum
negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa
Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif,
dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain
seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan yudikatif
seperti Mahkamah Agung atau supreme court. Setiap alat
kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain
untuk membantu melaksanakan fungsinya.

Kekuasaan eksekutif, misalnya, dibantu oleh menteri-
menteri yang biasanya memiliki suatu depertemen tertentu.
Meskipun demikian, dalam kenyataanya, tipe-tipe lembaga
yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan
perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang
bersangkutan. Secara konseptual, tujuan diadakan lembaga-
lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah selain
untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan
fungsi pemerintahan secara aktual.

Secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan
tujuan negara jangka panjang. Dalam negara hukum yang
demokratik, hubungan antara infra struktur politik (Socio
Political ~ Sphere)  selaku  pemilik kedaulatan (Political
Sovereignty) dengan supra struktur politik (Governmental
Political Sphere) sebagai pemegang atau pelaku kedaulatan
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BAB KONSTITUSI

NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. Pengertian Konstitusi

konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang
Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam
pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara
modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian
disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini
disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki
agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan
hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu
besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan
hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang
ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Secara umum
terdapat dua macam konstitusi yaitu : 1) Konstitusi tertulis dan;
2) Konstitusi tak tertulis.

B. Konstitusi Menurut Para Ahli
1. K. C Wheare

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan
suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang
membentuk dan mengatur/ memerintah dalam
pemerintahan suatu negara.®’ Pandangan ini memberikan
gmabaran bahwa konstitusi memiliki kedudukan tertinggi
dalam sebuah negara. Dengan pemikiran seperti itu timbul
suatu jaminan bahwa: “Konstitusi itu akan diperhatikan dan
diataati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak

61 Ni'matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999),hal. 13
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BAB BENTUK NEGARA

DAN SISTEM
PEMERINTAHAN

A. Bentuk Negara
1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat
dipahami sebagai suatu negara dimana pemerintah pusat
menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut.?
Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan
efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung
oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang
dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus
tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku.%

Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan
adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika
dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi,
karena dinegara kesatuan terdapat persatuan (union) serta
kesatuan (unity)”’Abu Daud Busroh menyatakan bahwa
negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal
artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu
pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang

8 Sadu Wasistiono, Kajian Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah (Tinjauan dari Sudut Pandang Manajemen Pemerintahan)", dalam Jurnal
Adminirtasi Pemerintahan Daerah, Volume I, Edisi Kedua 2004, H.9, dalam
Dr. Ni'matul Huda, SH,M.Hum, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Nusa
Media, Bandung, Cetakan 1, 2014, H.1

% Ibid.,

9 Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Kelima, (Bandung: Binacipta, 1974),
hal. 188
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BAB
PEMILIHAN UMUM

A. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) hakikatnya merupakan
sistem penjaingan pejabat publik yang banyak digunakan oleh
negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan
demokrasi.'®? Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau
mengklain diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan
rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus
tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya
pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana
keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di
samping perlunya ada kebebasan berpendapat dan berserikat
yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya,
pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representatif
aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan
legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai
suatu sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud
melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik
secara luas. Dengan kata lain bahwa pemilu merupakan simbol
dari pada kedaulatan rakyat.103

1. Pengertian Pemilihan Umum Menurut Para Sarjana
Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap
lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil

pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan
dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat,

102 Titik Triwulan Tutik, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, hal. 329.
103 Jbid, hal. 329-330.
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BAB

PEMERINTAH
DAERAH

A. Otonomi Daerah

Pemerintahan Daerah atau di negara-negara barat
dikenal dengan Local Government dalam penyelenggaraan
pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada
asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum. Pada hakikatnya
pemberian otonomi daerah  dimaksudkan untuk
memanifestasikan keinginan daerah untuk mengatur dan
mengaktualisasikan seluruh potensi daerah secara maksimal,

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah.166

Oleh karena otonomi daerah dipandang penting, maka
eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para
penyusun Undang-Undang Dasar 1945 memandang
pentingnya otonomi daerah terkait dengan tuntutan
demokratisasi masyarakat di daerah untuk mengatur rumah
tangganya sendiri. Hal ini tercermin dari pemikiran antara lain
Mohammad Hatta, yang menyebutkan bahwa pembentukan
pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi),
merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan
rakyat (demokrasi).16”

Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk
menetukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan

166 Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta,
Pustaka Yustisia, 2016, Hal. 1.
167 Ibid, Hal. 1-2.
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BAB PEMERINTAHAN

YANG BAIK (GOOD
1 O GOVERNANCE)

A. Konsep Good Governance

Kata Good Governance sering digunakan tumpang tindih
dengan kata Good Government. Meskipun antara dua kata
tersebut memang terdapat hubungan yang erat, tetapi harus
disadari bahwa pengertian yang terkandung dalam kata
governance jauh lebih luas dari yagn terkandung dalam kata
government. Padanan kata governance dalam Bahasa Indonesia
adalah penadbiran, yang berarti : pemerintahan, pengelolaan.
Dasar dari kata penadbiran adalah tadbir, yang dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : perihal mengurus
atau mengatur (memimpin dan mengelola); pemerintahan;
administrasi. Sedangkan penadbir berarti : pengurus;
pengelola. Adapun kata government, dalam Bahasa Indonesia
umumnya diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan
demikian ia sama maknanya dengan penadbir.17?

Konsep “governance” bukanlah konsep baru. Konsep
governance sama tuaya dengan peradaban manusia. Salah satu
pembahasan tentang Good Governance dapat ditelusuri dari
tulisan J.S. Endralin. Governance merupakan suatu terminologi
yang digunakan untuk menggantikan istilah government, yang
menunjukan penggunaan otoritas politik, ekonomi, dan
administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaran.
Isitilah ini secara khusus menggambarkan perubahan peranan
pemerintah dari pemberi pelayanan (provider) kepada enabler

179 Dharma Setyawan Salam, Managemen Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Djambatan,
2004, Hal. 223.
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